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YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Dz
Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) o

kegiatan tahunan berupa arahan dan p

simbolis Bantuan Ket n Khusus (£ an.

3 DIY, Sri Sultan Ha-
mbali lima
S tercantum

[ahun 2012,

Dalam
mengku
tujuan utama Keistimewaan
dalam Undang-Undang Nomor 13

aris Hm ih DIY, Beny Suharsono, men-

Yogyakarta, pada Jumat |f(>/1 >] Hn dihe uhn (m jele ISI m hbahwa tujuan dari kegiatan ini adalah

SIMBOLIS - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan secara simbolis BKK kepada perwakilan
gram-program Keistimewaan di DIY, Jumat (20/12) di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta.

dari Kabupaten, Kota, dan Kalurahan, sebagai bentuk duk

Jaga Wan,san

° Sambungan Hal 1

sebégéi dljkungan untuk

mempercepat pencapaian
program strategis Gubernur

DIY serta pemberdayaan ma-

syarakat.
Pemerintah Pusat telah
menetapkan pagu definitif

Dana Keistimewaan DIY un- .

tuk tahun anggaran 2025 se-
besar Rp1,2 triliun.
Penetapan ini tercapai se-

telah dilaksanakannya Focus
Group Discussion (FGD) Eva-

luasi Penyusunan Usulan
Penyesuaian Program, Kegi-
atan, dan Subkegiatan Dana
Keistimewaan di Jakarta
pada 11-13 Desember 2024.

Dana Keistimewaan terse-
but dialokasikan untuk be-
berapa urusan, antara lain:
Urusan Kelembagaan sebe-
sar Rp95,7 miliar, Urusan
Kebudayaan Rp760 miliar,
Urusan Pertanahan Rp58,8
miliar, dan Urusan Tata Ru-
ang Rp285 miliar.

Alnlkcaci dana ini kemiidian

- Florln, . Wy

Alokasi dana ini kemudian

DIY dengan : rincian sebagai

berikut, Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY) memper-
oleh Rp932,6 miliar, Kota
Yogyakarta Rp45,9 miliar,
Kabupaten Bantul Rp37,1
miliar, Kabupaten Kulon Pro-
go Rp103 miliar, Kabupaten
Gunungkidul Rp41,5 mili-
ar, dan Kabupaten Sleman
Rp39,6 miliar.

Selain untuk pembangunan !

di tingkat daerah, Dana Keis-
timewaan TA 2025 juga akan
digunakan untuk mendukung
berbagai program strategis di
kalurahan, antara lain: BKK
Warisan Budaya Tak Benda
(WBTB), BKK Balai Budaya,
BKK Desa Mandiri Budaya,
BKK Desa Wisata, BKK Desa
Niaga, BKK Padat Karya, BKK
Pengelolaan Sampah, dan
BEKK Reformasi Kalurahan.
Sekretaris Daerah DIY,
Beny Suharsono, menegas-
kan bahwa alokasi Dana
Keistimewaan untuk ma-

'sing-masing Kalurahan akan
berbeda-beda, tergantung

pada potensi dan kesiapan

pelaksanaan kegiatan di se-““
tiap wﬂayah

didistribusikan ke wilayah

i

; Penyerahan simbolis dana
ini dilakukan Sekretaris Da-
erah DIY kepada Bupati, Wali

Kota, serta perwakilan Kalur-

ahan yang menerima manfa-
at tersebut.

Beny berharap, Dana Ke-
istimewaan ini dapat mem-
berikan dampak yang mera-

‘ta bagi seluruh masyarakat ‘

DIY.
“Kami. memohon arahan

| dari Gubernur DIY agar pe-

laksanaan program dan kegi-
atan di TA 2025 bisa berjalan
sesuai dengan visi pemba-
ngunan DIY yang berkeisti-

mewaan,” ujarnya.

. Kebijakan strategis
Paniradya Pati Kaistime-
wan, Aris Eko Nugroho, men-
jelaskan bahwa penentuan
alokasi Dana Keistimewaan
untuk tahun 2025 dilakukan
berdasarkan kebijakan stra-
tegis yang telah ditetapkan.
“Alokasi dana ini disesuai-
kan dengan kebijakan stra-
tegis yang telah ditetapkan,

“yang kemudian dlkembang :

kan lebih lanjut

vitas s per itemnya,” ujar Arls

SO (B SRR

i e R iRz )

. Aris.berharap, p Ny
an dana ini dapat menjadi
momentum bagi kabupaten, -
kota, dan kalurahan untuk
mengoptlmalkan pelaksana-
an program kelstnnewaan :
demi kesejahteraan masya-
rakat DIY.

Penjabat (PJ) Wali Kota
Yogyakarta, Sugeng Purwan-
to, menyatakan bahwa dana
yang diterima akan dimanfa-
atkan untuk pengembangan
pariwisata, pengelolaan sam-
pah, dan sektor-sektor lain
yang mendukung keberlan-
jutan kota, ‘

“Kami akan mengawal im-
plementasi Dana Keistime-
waan ini dengan baik, agar
sesuai dengan harapan dan .
memberikan manfaat yang
luas bagi masyarakat,” ujar
Sugeng,.

Sementara itu, Pj Bupati
Kulon Progo, Srie Nurkyat-
siwi, yang wilayahnya mem-
peroleh alokasi terbesar di-
bandingkan daerah lainnya,
mengungkapkan bahwa
dana tersebut akan difokus-
kan pada pengembangan
kebudayaan ‘selain untuk
pemberdayaan ekonomi ma- |
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